
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Kendari 
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan [Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Tahun 2009 Nomor 154, Tarnhahan 
Lernbaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5073); 

a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah Kola Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kota Kendari 
Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kata Kendari, dianggap perlu 
rnernbentuk Unit Pelaksana Teknis Di.nas untuk 
melaksanakan sebag:ian teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah 
i.nduknya: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perikanan Kota 
Kendari; 

WALIKOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHA.N YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTATATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

PADA DINAS PERIKANAN KOTA KENDARI 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR 9 TAHON 2020 

TENT ANG 

WALIKOTA KENDARI 



' •• 
4. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tent.ang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20Hi Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 
187); 

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagairuana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Noruor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 451); 

9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kata Kendari (Lembara.n Daerah Kota Kendari 
Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor IO 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peranrran Daerah 
Kota Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah Kota 
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 
Nomor 10); 

• 



(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A. 
(2) Penentuan klasifikaei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan hasil analisis beban kerja. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Kelasiflkasi 

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada 
Dinas Perikanan Kota Kendari, terdiri dari : 
a. UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar; 
b. UPTD Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan; 
c. UPTD Tempat Pelelangan lkan: dan 
d. IJPTD Pelabuhan Perikanan Samudra 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

BABU 
PEMBENTUKAN DAN KELASIFI.KASI 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
l. Kota adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur 

Pcnyclcnggaraan Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Sekretaris Dacrah adalab Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kola Kendari. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari; 
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Ncgcri Sipil Kota Kendari. 
8. Unir Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 

organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perikanan Kota Kcndari, 

9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya 
disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Perikanan Kota 
Kendari. 

JO_ Jabatan fungsional adalah sekelornpok jabatan yang berisi fungsi clan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJ'A UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
PADA DINAS PERIKANAN KOTA KENDARI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

• 
• • 



( l) Susunao Organisasi UP'fD Balai Benih lkan Air Tawar terdiri atas : 
a. Kepala UPTD; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha: dan 
c. Kelornpok. Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi terca.ntum dalam larnpiran Peraturan Walikota 
ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peral uran 
W alikota ini. 

Pasal 7 

Dalam mela.ksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD Ralai Benih 
Tkan Air Tawar menyclcnggarakan fungsi : 
a. pengelolaan teknologi budidaya ikan tawar: 
b. Peugelolaan produksi, distribusi dan pernasaran induk dan benih ikan 

unggul; 
c. pengawasan, pengendalian dan peberantasan hama penyakit ikan; 
d. pengelolaan sertilikasi rnutu iduk dan benih ikan unggul; 
e. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dibidang budidaya; 

dan 
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan rugas. 

Pasal 6 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Air Tawar mempunyai tugas 
merencanakan dan melaksanakan kegiatan opcrasional pengelolaan balai 
bcnih ikan air ta war berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas. 

Pasal 5 

Paragraf 1 
UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

(1) UJYJ'D adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasionat 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) (JP'J'D dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) UP'l'D merupakan bagian dari Perangkat Daerah. 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

BAB III 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI 

.. 



Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan mempunyai 
tugas mcrcncanakan dan rnelaksanakan kegiatan operasional pengelolaan 
Pusat Pemasaran dan Distribusi lkan berdasarkan kewena.ngan yang diberikan 
oleh Dinas, 

Pasal 10 

Paragraf2 
UPTD Pusat Pemasaran dan DJstrlbusi Ikan 

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, 
perjalanan di.nas, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan UPfD. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (lj, dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala UPTD. 

(3) Dalam. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi ; 
a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan unluk perumusan 

penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan; 
b. pelaksanaan adrninistrasi UPTD; 
c. pelaksanaan surat-menyurat, pengetikan. penggandaan dan kearsipan; 
d. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan lingkup UPTD; 
e. pelaksanaan pengelolaan keuangan rneliputi anggaran, pernbukuan dan 

perbendaharaan; 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan umum, 

kepegawaian maupun keuangan; 
g. pelaporan basil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPfD; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan rnaupun 

tertulis terkait dengan tugas dan fungei. 

Pasal 9 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, 
mernpunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan 
Balai Benih Jkan Air Tawar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh 
Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala UPTD 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja teknis pengelolaan Balai Benih 

Ikan Air Tawar; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas operasional pengelolaan Balai Benih 

Ikan Air Tawar; 
c. pclaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha, keuangan, 

kerurnahtanggaan clan perlengkapan; 
d. pelaksanaan pernbinaan clan pengendalian kegiatan teknis pengelolaan 

Balai Benih lkan Air Tawar; 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi. dan laporan kegiatan pengelolaan 

Balai Benih Ikan Air Tawar; dan 
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 

maupun rertulis sesuai dengan tugas dan Iungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan rugas. 

Pasal 8 
. ' 



(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, 
perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan 
kegiaran UPTD. 

Pasal 14 

(I] Kcpala UPTD sebagaimana dimakaud dalarn Pasal 12 ayat (l) huruf a, 
mernpunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan Pusat 
Pemasaran dan Distribusi Ikan berdasarkan kewenangan yang diberikan 
oleh Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (l) Kepala UP'l'D 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional Unit Pengelola 

Teknis Pusat Pemasaran dan Distribusilkan; 
b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasarna dengan Unit Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan pihak terkait; 
c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, 

kerumabtanggaan dan pelaporan: 
d. penyiapan rencana strategis bisnis; dan 
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibcri.kan oleh atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

Pasal 13 

(1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pernasaran dan Distribusi lkan tcrdiri 
atas : 
a. Kepala UPTD; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; clan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalarn lampiran Peraturan Walikota 
ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Walikota ini. 

Pasal 12 

Dalarn melaksanakan. tugas sebagaimana dirnaksud Pasal 10, UP'l'D Pusat 
Pemasaran dan Distribusi Ikan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyuaunan rencana dan program kerja operasional Unit Pengelola Teknis 

Pusat Pemasaran clan Distribusi Ikan; 
b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasarna dengan Unit Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan pihak terkait; 
c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, 

kerumahtanggaan dan pelaporan; 
d. penyiapan rencana strategis bisnis; dan 
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 

rnaupun tertulis sesuai dengan tugas clan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

' . 
Pasal 11 



(1) Susunan Organisast UP'T'D Tempat Pelelangan Ikan terdiri atas: 
a. Kepala UPTD; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha: dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional, 

(2) Bagan Struktur Organisasi tcrcantum dalam lampiran Peraturan Walikota 
ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
'vV alikota ini. 

Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, UPTD Tempat 
Pelelangan lkan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencaoa dan program kerja operasional Unit Pengelola Teknis 

Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan; 
b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Unit Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. lnstansi Pemerintah dan pihak terkait; 
c. pelaksanaan adrninistrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, 

kerumahtanggaan dan pelaporan; 
d. penyiapan rencana strategis bisnis; dan 
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

Pasal 16 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Than mempunyai tugas 
merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan Tempat 
Pelelangan Ikan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas. 

Pasal 15 

Paragraf 3 
UPTD Tempat Pelelangan lkan 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleb Kepala Sub Bagian yang di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala UPTD. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaba mcnyelcnggarakan fungsi : 
a. pengumpulan dan pengelolaan dala kegiatan untuk perumusan 

penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan; 
b. pelaksanaan administrasi UPTD; 
c. pelaksanaan surat-rnenyurat, pengetikan. penggandaan dan kearsipan; 
d. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan lingkup UPTD; 
e. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan 

perbendaharaan; 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan umum, 

kepegawaian maupun keuangan; 
g. pelaporan basil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD: dan 
h. pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan rnaupun 

tertulis terkait dengan tugas dan fungsi. 

• • 

... 



Unit Pelaksana Teknis Dinas Pclabuhan Perikanan Samudra rnernpunyai tugas 
merencanakan dan rnelaksanakan kegiatan operasional pengelolaan Pelabuhan 
Perikanan Sarnudra berdasarkan kewenangan yang dibcrikan oleh Oinas. 

Pasal 20 

Paragraf 4 
UPTD Pelabuhan Perik:anan Samudra 

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-rnenyurat, 
perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan UPTD. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
olch Kepala Sub Bagian yang di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala UPTD. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 
a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perurnusan 

penyusun-an program dan anggaran serta pengelolaan keuangan; 
b. pelaksanaan administrasi UPl'D; 
c. pelaksanaan surat-rnenyurat, pengetikan. penggandaan dan kearsipan; 
d. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan lingkup UPTD; 
e. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan 

perbendaharaan; 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan umum, 

kepegawaian rnaupun keuangan; 
g. pelaporan hasil pelaksanaan rugas kepada Kepala UPTD; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik Iisan rnaupun 

tertulls terkair dengan tugas clan fungsi. 

Pasal 19 

(1) Kepala UPTD sebagairmma dirnaksud dalam Pasal 17 ayat. (1) huruf a, 
rnempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan Tempat 
Pelelangan lkan berdasarkan kcwcnangan yang diberikan oleh Dinas. 

(2) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (I) Kepala UPTD 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan penyu sunan rencana kerja teknis pcngclolaan Tempat 

Pelelangan Oran; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pengelolaan Tempat 

Pelelangan lkan; 
c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha, keuangan, 

kcrumahtanggaan dan perlengkapan; 
d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis Tempat 

Pelelangan lkan; 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Tempat, 

Pelelangan Ikan: dan 
I. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dcngan tugas dan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan rugas. 

Pasal 18 . . 



(I) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayai (1) 
huru.f b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, 
perjalanan dinas, kepegawaian. keuangan. aset, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan UPTD. 

Pasal 24 

( 1) Kepala UPTD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1 J h uru f a, 
mempunyai tugas rnelaksanakan kegiatan teknis pengelolaan Tempat 
Pelelangan lkan berdasarkan kewenangan yang dfberikan oleh Dinas. 

(2) Dalam mclaksanakan tugas sebagairnana dimaksud ayat (1) Kepala UPTD 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja teknis pengelolaan Pelabuhan 

Perikanan Samudra; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pengelolaan Pelabuhan 

Perikanan Samudra; 
c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha, keuangan, 

kerurnahtanggaan dan perlengkapan; 
d. pelaksanaan pernbinaan dan pengendalian kegiatan teknis pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan Samudra; 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan pengelolaan 

Pelabuhan Peri.kanan Samudra; dan 
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas dan Iungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugae. 

Pasal 23 

(1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perlkanan Samudra terdiri atas: 
a. Kepala UPTD; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok .Iabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota 
ini dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Walikota ini. 

Pasal 22 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, U PTO Pelabuhan 
Perikanan Samudra rnenyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan pencatatan dan penyajian informasi pasar komoditi Pelabuhan 

Perikanan Sarnudra; 
b. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan atau lembaga terkait !ainnya di 

bidang usaha pengolahan dan pernasaran hasil Pelabuhan Perikanan 
Samudra; 

c. pelaksanaan inventarisasi dan fdentifikasi serta penganalisaan kelayakan 
teknis atas mutu sarana pen.gembangan Pelabuhan Peri.kanan Samudra; 

d. penyusunan pedoman teknis dalarn pengembangan usaha Pelabuhan 
Perikanan Samudra; dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai dengan cugas dan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

Pasal 21 



Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing 
dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila terjadi penyimpangan 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 27 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPfD, Kepala Sub Dagian dan Jabatan 
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di 
lingkungan UPfD sesuai dengan tugas masing-masi.ng. 

Pasal 26 

BABV 
TATAKERJA 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional rnernpunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas UPTn. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (]) 
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk. 

(4) .Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(5) Jenis dan Jenjang .Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(6) Penetapan ju.mlah dan wilayah kcrja Pejabat Fungsional UPTD ditctapkan 
dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 25 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNOSIONAL 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud. pad.a ayat (1), dipimpin 
olch Kcpala Sub Bagian yang di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala UPTD. 

(3) Dalarn melaksanakan rugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha rnenyelenggarakan fungsi : 
a. pengumpul.an dan pengelolaan data kegiatan untuk perurnusan 

penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan: 
b. pelaksanaan administrasi UPTD; 
c. pelaksanaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan kea.rsipan; 
d. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan lingkup UPTD; 
e. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pcrnbukuan dan 

perbendaharaan: 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi cl.an pelaporan urusan umum, 

kepegawaian maupun keuangan; 
g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun 

tertulis terkait dengan tu gas dan fungsi, 

. . 



l'ada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini 
sedang rnenduduki jabatan tetap rnelaksanakan tugasnya sampai dengan 
penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan UPTD. 
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BABVIl 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Kepangkatan, pengangkatan, Eselonisasi clan pemberhentian dalam 
jabatan struktural di lingkungan UP'T'D berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala UPTD clan Kepala Sub Bagian Tata USAha diangkat dan 
diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas rnelalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV/a dan Kepala Sub 
Bagian pada UP'I'D merupakan jabatan struktural 8selon [V /b dan atau 
masing-masing pernangku -Jabatan Pengawas. 
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BAB VI 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 

PEMBEJUJENTIAN DALAM JABATAN 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan 
organtsasi bawahannya dan dalam rangka pernberian bimbingan kepacla 
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. 
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Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah 
dan dipergunakan sebagai baban untuk menyusun laporan lebib lanjut dan 
untuk memberikan petunjuk teknis kcpada bawahannya. 
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Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuh.i petunjuk dan bertanggung 
jawab pada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada 
waktunya. 
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Kepala UPTD wajib bertanggung jawab memirnpin dan mengkoordinasikan 
bawabannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya, 
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Hj. NAHWA UMAR 

BERTTA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR gJ 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA KENDAR1 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal, :l J. - • - 2020 

WALIKOT KENDARI 

2020 
Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal, '.l~ _ , • 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Kendari, 

Peraturan Walikota ini mu lai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 
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Pada saat berlakunya Peraturan Walikola ini. rnaka Peraturan WaJikota 
Kendari Nomor 43 'I'ahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas 
pada Din as Perikanan Kota Ken dad (Berica Daerah Kota Kendari Tahun 2017 
Nomor 43) dicabut dan dinyatakan ridak berlaku. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 
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